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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 193 TAHUN 2015
TENTANG
KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA
ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA BANDAR UDARA
UNTUK PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 235 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2009 tentang Penerbangan telah diatur bahwa pelayanan
jasa kebandarudaraan dapat dilakukan oleh badan usaha
bandar udara dalam bentuk konsesi dan/atau bentuk
kerjasama lainnya setelah mendapat persetujuan Menteri
dan dituangkan dalam perjanjian;

b. bahwa dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian
Lingkungan Hidup Bandar Udara telah diatur bahwa Unit
Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar
Udara dapat melakukan kerjasama dengan badan hukum
Indonesia untuk pembangunan dan/atau pengembangan
Bandar Udara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Konsesi dan
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Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan
Badan Usaha Bandar Udara Untuk Pelayanan Jasa

Kebandarudaraan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2012 Tentang Pembangunan dan Pelestarian
Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan
Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5295);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun
2013;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun
2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur Transportasi;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 tahun

2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
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9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemanfaatan Barang Milik Negara;

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
164/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka

Penyediaan Infrastruktur;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KONSESI
DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA ANTARA PEMERINTAH
DENGAN BADAN USAHA BANDAR UDARA UNTUK
PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang
berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan
kegiatan lainnya dalam = melaksanakan  fungsi
keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban
arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo
dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau
antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi
nasional dan daerah.

2. Tatanan Kebandarudaraan Nasional adalah sistem
kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan
perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata
ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif
wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra
dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan,
keselamatan dan keamanan penerbangan, serta

keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.
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3. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau
perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan
sebagai tempat Pesawat Udara mendarat dan lepas
landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang,
dan tempat perpindahan intra dan antarmoda
transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas
pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

4. Bandar Udara Umum adalah bandar wudara yang
digunakan untuk melayani kepentingan umum.

5. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum
Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi,
yang kegiatan utamanya mengoperasikan Bandar Udara
untuk pelayanan umum.

6. Badan Hukum Indonesia adalah badan yang didirikan
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dalam
bentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, perseroan terbatas atau koperasi.

7. Jasa Kebandarudaraan adalah jasa yang diberikan
kepada pengguna jasa bandar wudara oleh unit
penyelenggara bandar udara umum atau Badan Usaha
Bandar Udara.

8. Kerjasama adalah kerjasama antara Pemerintah dengan
Badan Usaha Bandar Udara, badan hukum indonesia
atau orang perorangan warga negara Indonesia dalam
jangka waktu tertentu.

9. Konsesi adalah pemberian hak oleh Pemerintah kepada
Badan Usaha Bandar Udara untuk melakukan kegiatan
penyediaan  dan/atau  kegiatan  pelayanan @ jasa
kebandarudaraan di bandar udara tertentu dalam jangka
waktu tertentu dan kompensasi tertentu.

10. Perjanjian Konsesi adalah perjanjian tertulis antara
Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara dalam
kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar

udara yang dikonsesikan.
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Pendapatan Konsesi adalah pendapatan yang diterima
oleh Pemerintah dari pemberian hak yang diberikan
kepada Badan Usaha Bandar Udara untuk melakukan
kegiatan penyediaan dan/atau kegiatan pelayanan jasa
kebandarudaraan di bandar udara tertentu dalam jangka
waktu tertentu.

Bentuk kerjasama lainnya adalah kerjasama antara
Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara dalam
kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan di Bandar
Udara selain konsesi antara lain dalam bentuk build
operate own, build operate transfer, contract management,
sewa, kerjasama  pemanfaatan, dan  kerjasama
penyediaan infrastruktur sesuai peraturan perundang-
undangan.

Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Negara berupa
fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara oleh
Badan Usaha Bandar Udara dalam jangka waktu tertentu
dan menerima imbalan uang tunai.

Perjanjian Sewa adalah perjanjian tertulis antara
Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara/Badan
Hukum Indonesia/Perorangan Warga Negara Indonesia
dalam penggunaan perairan/ tanah/bangunan/peralatan
yang dipersewakan untuk kegiatan pelayanan jasa
kebandarudaraan di bandar udara.

Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang
Milik Negara berupa fasilitas pokok dan fasilitas
penunjang bandar udara oleh Badan Usaha Bandar
Udara dalam jangka waktu tertentu dalam rangka
peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan
sumber pembiayaan lainnya.

Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan adalah perjanjian
tertulis antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar
Udara/Badan Hukum Indonesia dalam kegiatan
pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara
dengan skema kerjasama.

Kerjasama Penyediaan Infrastruktur adalah kerjasama

antara Pemerintah dengan badan hukum indonesia
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